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Abstrak

Pencantuman klausula baku pada suatu perjanjian menyebabkan kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha tidak seimbang, sehingga dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak. Selain itu pada suatu  perjanjian baku  juga sering terdapat klausula eksonerasi atau klausula pengalihan suatu tanggung jawab salah satu pihak. Tujuan penelitian untuk memahami dan menganalisis klausula baku yang terdapat dalam ketentuan reservasi tiket kereta api online melalui aplikasi KAI ACCESS, serta memahami tanggung jawab pelaku usaha apabila mencantumkan klausula baku yang terdapat dalam ketentuan reservasi tiket kereta api online melalui aplikasi KAI ACCESS. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dimana penelitian ini penulis mengkaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan literatur dari buku-buku yang diperoleh. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian yang didapat oleh penulis adalah pelaku usaha masih mencantumkan klausula eksonerasi yang sudah jelas dilarang oleh peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu isi dalam ketentuan reservasi tiket kereta api online angka 2 termasuk klausula eksonerasi karena menyatakan pengalihan tanggung jawab. Ketentuan tersebut berupa formulir yang sudah dibuat oleh pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero), sehingga menempatkan konsumen pada posisi “take it or leave it”, dan jika ada kerugian yang dialami konsumen maka sesuai prinsip pertanggung jawaban mutlak (strict liability) pihak PT  Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab.

Kata kunci: Perjanjian, Klausula baku, Klausula eksonerasi

Abstract

The inclusion of a standard clause in an agreement causes the position between the consumer and the business actor to be unbalanced, which may result in a loss to one of the parties. In addition, in a standart agreement, there is often an exoneration clause or a clause that transfers the responsibility of one of the parties. The research objective is to understand and analyze the standars clauses contained in the provisions of online train ticket reservations through the KAI ACCESS application, as wel as to understand the responsibilities of business actor when including standard clauses contained in the provisions of online train ticket reservations through the KAI ACCESS application. The research method used is juridical normative in which this research the author examines based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and literature from the books obtained. The approach used is a statute approach and a conceptual approach. The result of the research obtained by the author are that business actors stil include an exonation clause which is clearly prohibited by applicable regulations in Indonesia, namely Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. In addition, the contents in the terms of online train ticket reservation number 2 include an exoneration clause because it states the tranfer of responsibility. The provisions are in the form of a form that has been made by PT. Kereta Api Indonesia (Persero), so that it place consumers in the position of “tahe it or leave it”, and if there is a loss experienced by the consumer, it is in accordance with the principle of absolute liability of PT. Kereta Api Indonesia (Persero) has an obligation to be responsible.
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PENDAHULUAN

Pada era globalisasi seperti saat ini tiap negara dituntut untuk meningkatkan kualitas erbagai bidang, seperti: politik, ekonomi, sosial dan budaya. Indonesia merupakan salah satu negara yang menuntut agar kualitas dari bidang-bidang tersebut meningkat, terutama dalam bidang ekonomi, hal ini dikarenakan suatu bangsa dikatakan maju dapat dilihat dari perekonomian negara tersebut. Salah satu penunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat agar lebih baik adalah memperbaiki sarana pengangkutan, karena pengangkutan memiliki peran penting dalam pembangunan suatu negara. Keberhasilan pembangunan bidang ekonomi harus ditunjang dengan pengembangan sistim ekonomi yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Di Indonesia ada banyak sekali alat pengangkutan yang tersedia. Adapun tiga jenis pengangkutan di Indonesia yaitu angkutan darat, angkutan laut, dan angkutan udara (Muhammad 2013). Angkutan darat yang banyak digemari masyarakat Indonesia adalah kereta api (Fitriya 2018). Harga tiket yang terjangkau, pemesanan tiket mudah, nyaman, aman dan juga cepat membuat transportasi kereta api digemari oleh masyarakat. 

Kereta api mempunyai jalur pengoperasian sendiri yang dinamai rel kereta api, dan hanya kereta api saja yang dapat melewatinya. Tidak seperti jalan umum yang dapat dilewati angkutan darat lainnya seperti bus, sepeda motor, dan mobil. Oleh karena itu, kereta api akan cepat sampai tujuan. PT  Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan Badan Usaha Millik Negara yang mengatur, menyediakan dan mengurus jasa angkutan kereta api di Indonesia. 

Sejak zaman dahulu hingga kin,  kereta api tidak hanya mengangkut penumpang saja, namun kereta api juga angkutan untuk mengirim barang.  Mulai dari tahun 1864 hingga sekarang PT  Kereta Api Indonesia (Persero) selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik  ((Persero) 2017). PT Kereta Api Indonesia (Persero) satu-satunya sebagai perusahaan yang mengelola bidang angkutan perkeretaapian di Indonesia, sehingga PT  Kereta Api Indonesia (Persero) berusaha memberikan inovasi yang lebih baik dari segi pelayanan, keamanan, operasional dan prasarana.

Kereta api yang disediakan cukup bervariasi, mulai dari kereta ekonomi, kereta bisnis, dsn kereta eksekutif. Pembedanya dari tarif hingga fasilitas yang di dapat. Setiap orang yang hendak menggunakan jasa pengangkutan kereta api baik kereta ekonomi, kereta bisnis maupun kereta eksekutif harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diberikan oleh pihak kereta api, salah satu nya  Ketika memesan tiket kereta harus mencantumkan identitas diri sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau paspor.

Di era modern seperti sekarang ini, apapun dan dimanapun gadget dapat dipergunakan. Dengan adanya gadget yang sering digunakan oleh masyarakat, PT  Kereta Api Indonesia (Persero) mempunyai inovasi terbaru yaitu memberikan kemudahan terkait pembelian tiket kereta api melalui gadget. Kini masyarakat tidak hanya dapat membeli tiket kereta api melalui stasiun kereta api atau lewat agen-agen yang memang sudah bekerja sama dengan PT  Kereta Api Indonesia (Persero). Semakin majunya teknologi, PT  Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki inovasi pembelian tiket kereta api tidak hanya dapat dibeli melalui stasiun tetapi juga dapat dilakukan pembelian tiket kereta api secara online, yaitu dengan menggunakan situs resmi PT  Kereta Api Indonesia (Persero) atau menggunakan aplikasi KAI ACCESS. Aplikasi ini merupakan aplikasi resmi yang dibuat oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk memudahkan konsumen untuk membeli tiket kereta api, namun bukan hanya itu saja di dalam aplikasi tersebut juga bisa melakukan perubahan jadwal keberangkatan, dan juga pembatalan tiket kereta api.

Ketika membeli tiket menggunakan aplikasi KAI ACCESS setelah memasukkan data awal seperti stasiun awal, tujuan stasiun, tanggal berangkat, kelas kereta, jumlah penumpang, dan memilih kursi sebelum membayar uang tiket kereta api maka akan muncul formulir sebagai tanda centang yang merupakan persetujuan atas syarat dan ketentuan reservasi dari pembelian tiket kereta api yang sudah ditentukan oleh pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero). Formulir tersebut untuk mengawali suatu perjanjian pengangkutan antara penumpang dengan pihak PT  Kereta Api Indonesia (Persero). Setelah itu, PT  Kereta Api Indonesia (Persero) menerbitkan dokumen angkutan berupa karcis penumpang yang berfungsi sebagai tanda bukti terjadinya perjanjian pengangkutan penumpang (Sofyan et al. 2016). Perjanjian tersebut akan dianggap sah terbentuk apabila konsumen memilih tombol persetujuan . 

Tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian, dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
Suatu hal tertentu;
Suatu sebab yang halal.”
Untuk syarat ke 1 (satu) dan 2 (dua) merupakan syarat subyektif karena kedua syarat tersebut mengenai subyek dalam suatu perjanjian. Syarat ke 3 (tiga) dan 4 (empat) merupakan syarat obyektif karena syarat tersebut berkaitan dengan obyek dalam perjanjian.

Perjanjian baku tidak perlu selalu dituangkan dalam bentuk formulir, walaupun memang lazim berbentuk formulir dapat dibuat seperti pengumuman yang ditempelkan ditempat penjual menjalankan usaha (Shidarta 2004). Pencantuman klausula baku baik dalam perjanjian elektronik maupun non-elektronik itu ditujukan agar konsumen dapat lebih mudah memahami dan paham dengan batasan-batasan konsumen dalam melakukan persetujuan perjanjian tersebut.  

Pembelian tiket melalui media online memang sangatlah mudah, tetapi juga harus hati-hati. Tidak sedikit pelaku usaha yang menerapkan perjanjian baku yang merugikan konsumen  (Ayudia 2019). Adanya penerapan klausula baku pada suatu perjanjian menyebabkan kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha tidak seimbang sehingga dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak. Pihak lain dalam perjanjian menjadi tidak memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi atas klausula yang dibentuk secara sepihak oleh pihak lainnya. Pelaku usaha (PT  Kereta Api Indonesia (Persero)) dengan konsumen (penumpang) mempunyai suatu hubungan hukum yaitu perjanjian pengangkutan yang setiap pihaknya mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana pihak dalam perjanjian pengangkutan ialah pengangkut dan pengirim untuk pengangkutan barang, pengangkut dan penumpang untuk pengangkutan penumpang (Muhammad 2013).
Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menegaskan tentang pengertian dari klausula baku yang berbunyi: “Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”. Klausula baku menjadi tidak sesuai ketika kedudukan para pihak menjadi tidak seimbang karena pada dasarnya, suatu perjanjian adalah sah apabila menganut asas konsensualisme. Apabila sudah ada kata sepakat antara kedua belah pihak, maka suatu perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak.

Pada beberapa kasus perjanjian baku seringkali ditemukan pencantuman klausula baku seperti perjanjian pada lembaga pembiayaan, karcis, tiket transportasi dan lain sebagainya. Dalam beberapa kasus, pengadilan telah menyatakan pencantuman klausula baku dalam tiket pesawat maupun karcis parkir adalah batal demi hukum  (Kusumasari 2011). Salah satu contoh kasus yang sudah sampai ke pengadilan yaitu “kasus pembatalan klausula baku pada tiket Maskapai Lion Air oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat” (Renathan 2009). 

“Berikut ringkasan kronologi pada kasus pembatalan klausula baku pada tiket Maskapai Lion Air:

Penggugat bernama David M.L. Tobing, S.H., M.Kn adalah seorang advokat, sedangkan Tergugat adalah PT. Lion Mentari Airlines. Pada hari kamis tanggal 16 Agustus 2007 pukul 06.50 penggugat mengurus (Boarding pas) di Terminal 1 A Bandara Soekarno Hatta. Pada saat penggugat berada di pintu keberangkatan A 4, penggugat diberikan informasi bahwa keberangkatan ditunda 90 menit karena pesawat belum tiba dari Yogyakarta. Karena mendapat informasi keterlambatan pesawat, penggugat pergi kekantor tergugat untuk menanyakan perihal keterlambatan dan meminta pertanggung jawaban atas keterlambatan tersebut.

Namun salah satu pegawai tergugat tidak memberikan pelayanan yang layak baik berupa solusi keberangkatan penggugat dengan maskapai lain. Alih-alih tergugat menganggap keterlambatan merupakan hal yang biasa dan harus diterima oleh calon penumpang. Tergugat merasa tidak bertanggung jawab dikarenakan tergugat juga telah mencantumkan klausula eksonerasi pengalihan tanggung jawab pada tiket pesawat yang dikeluarkan tergugat yang berisi:” (Renathan 2009).

“Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun juga yang ditimbulkan oleh pembatalan dan/atau kelambatan pengangkutan ini, termasuk segala kelambatan datang penumpang dan/atau kelambatan penyerahan bagasi.”
Konsumen merupakan pihak yang dinilai sangat rentan terhadap penyalahgunaan yang bersifat kontraktual dalam hubungannya dengan pelaku usaha (Nurdiansyah 2016). Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diharapkan agar pihak pelaku usaha tidak mencantumkan klausula eksonerasi pada perjanjian, supaya konsumen tidak dirugikan dan juga agar tidak adanya ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha dengan kesan pelaku usaha memaksakan kehendaknya dengan mencantumkan klausula baku pada sebuah perjanjian.  

Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

……..

……..

……..

……..

……..

……..

Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

………”

Pasal 18 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan larangan pencantuman klausula eksonerasi. Pengertian dari kalusula eksonersi sendiri adalah membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab atau secara sederhana klausula eksonerasi ini dapat diartikan sebagai klausula penghapusan kewajiban/tanggung jawab dalam sebuah perjanjian.

Maksud dari adanya larangan tersebut adalah untuk menempatkan kedudukan konsumen agar setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak yang sudah diatur pada Pasal 1338 KUHPerdata. Asas kebebasan berkontrak menjadi payung hukum terhadap implementasi suatu perjanjian. Para pihak yang mengadakan perjanjian bebas untuk membuat isi perjanjian sepanjang isi perjanjian tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Nurdiansyah 2016).

Faktanya, meskipun pemerintah sudah membuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang salah satu bunyi pasalnya berisi larangan pencantuman klausula baku, masih banyak pelaku usaha yang membentuk perjanjian dengan mencantumkan klausula baku yang ketentuannya sudah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, apabila pelaku usaha masih mencantumkan klausula baku pada perjanjian, maka perjanjian ini dapat dimintakan pembatalan oleh konsumen (Kusumasari 2011).

Meskipun dalam perjanjian jual beli tiket kereta api menyatakan pembatasan atau pengalihan tanggung jawab, seharusnya pelaku usaha harus tetap bertanggung jawab penuh dalam memberikan ganti rugi kepada konsumen sesuai dengan kerugian yang senyatanya dan berdasarkan pertimbangan yang layak sepanjang kerugian konsumen tersebut memang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pihak pelaku usaha. Namun dalam prakteknya, sebagian besar pelaku usaha memanfaatkan ketidaktahuan konsumen tentang pencantuman klausula baku (Nurdiansyah 2016). Akibatnya, apabila terjadi kerugian pada konsumen para pelaku usaha tidak melakukan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dialami konsumen. Ketidaktahuan konsumen terhadap larangan pencantuman klausula baku ini sering kali merugikan dan pada akhirnya semua tergantung pada kesadaran konsumen untuk setuju atau tidak (take it or leave it). 
Perjanjian baku yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu pencantuman klausula baku yang terdapat pada ketentuan reservasi tiket kereta api online menggunakan aplikasi KAI ACCESS. Ketentuan reservasi tersebut terdapat klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Ketentuan reservasi tiket kereta api angka 2 menyatakan bahwa: 

“PT  Kereta Api Indonesia (Persero) berhak untuk mengubah, menyesuaikan, menambah atau menghapus salah satu syarat dan kondisi yang tercantum disini, dan/atau mengubah, menangguhkan atau menghentikan setiap aspek dari Reservasi Online Tiket Kereta Api. PT  Kereta Api Indonesia (Persero) tidak diwajibkan untuk menyediakan pemberitahuan sebelum memasukkan salah satu perubahan di atas dan/atau modifikasi ke dalam Reservasi Online Tiket Kereta Api.”

Perjanjian baku di era modern dan serba digital ini, sangat dimaklumi oleh masyarakat Indonesia. Terlebih dengan adanya asas kebebasan berkontrak yang notabenya setiap orang dibebaskan untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian, adanya kebebasan untik memilih pihak mana yang akan diajak untuk membuat perjanjian, adanya kebebasan untuk menentukan kausa/isi dari perjanjian, adanya kebebasan untuk menentukan objek dan bentuk perjanjian, bahkan adanya kebebasan untuk memilih mematuhi atau melanggar peraturan perundang-undangan.  Beberapa perjanjian baku sering diselipkan klausula eksonerasi dengan alasan agar lebih praktis dan efisien untuk segala segi, mulai dari waktu, biaya dan tenaga. Alasan itu menjadikan dasar untuk membuat model perjanjian baku digemari dan sebagai wujud kebebasan pelaku usaha untuk mengutarakan keinginannya, seperti yang dilakukan oleh PT  Kereta Api Indonesia (Persero) terhadap syarat dan ketentuan yang dicantumkan pada tiket kereta api online aplikasi KAI ACCESS. Jika konsumen tunduk pada aturan syarat dan ketentuan reservasi tiket kereta api angka 2, maka risiko yang dialami adalah kerugian. 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

Apakah pencantuman klausula eksonerasi pada angka 2 tiket kereta api online telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen? 
Bagaimana tanggung jawab PT  Kereta Api Indonesia terhadap pencantuman klausula baku yang terdapat dalam ketentuan reservasi tiket kereta api online pada aplikasi KAI ACCESS? 

Tujuan penelitian untuk memahami dan menganalisis pencantuman klausula eksonerasi yang terdapat dalam ketentuan reservasi tiket kereta api online angka 2 melalui aplikasi KAI ACCESS. Memahami tanggung jawab pelaku usaha apabila mencantumkan klausula baku yang terdapat dalam ketentuan reservasi tiket kereta api online angka 2 melalui aplikasi KAI ACCESS.

METODE 
Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis, maka penulis memilih menggunakan jenis penelitian normatif. Pada penelitian ini penulis mengkaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan literatur dari buku-buku yang telah diperoleh.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penulis menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep karena menggunakan konsep klausula eksonerasi dan mengaitkannya dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Bahan hukum primer yang digunakan yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan perjanjian/ketentuan reservasi tiket kereta api online pada aplikasi KAI ACCESS. Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku-buku, website, dan jurnal ilmiah. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

Semua bahan hukum primer, sekunder dan tersier penulis kumpulkan dan penulis peroleh melalui peminjaman di perpustakaan, koleksi buku yang penulis miliki maupun mencari melalui website. Bahan hukum yang telah didapat akan diolah dengan cara studi pustaka, dan mengambil inti sari yang terdapat pada bahan hukum yang ada.
Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisis dan akan dideskripsikan dengan pola pikir yang runtun. Analisis disini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Peneliti melakukan argumentasi untuk memberikan penilaian apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum. 


Hasil Dan Pembahasan

Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Angka 2 Tiket Kereta Api Online Telah Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi: 

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. 

Jika melihat bunyi pasal tersebut maka perjanjian pengangkutan tiket kereta api online secara sah terbentuk ketika konsumen melakukan persetujuan terhadap formulir tersebut. Apabila konsumen setuju atas ketentuan yang telah tercantum pada tiket, sejak saat itu terjadinya hubungan hukum antara PT  Kereta Api Indonesia (Persero) dengan konsumen. Adanya penawaran dari pelaku usaha dan persetujuan yang diberikan konsumen melahirkan perikatan hukum yang mengikat para pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Untuk menganalisa lebih lanjut ketentuan tiket reservasi tiket kereta api online, penulis mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

Sepakat antara mereka yang mengikatkan dirinya;

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Suatu hal tertentu;

Suatu sebab yang halal.”

Sepakat antara mereka yang mengikatkan dirinya, melalui syarat pertama tersebut dapat diketahui bahwa suatu perjanjian akan sah apabila sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika sudah ada kata sepakat antara kedua belah pihak artinya perjanjian tersebut sah dan secara bersamaan para pihak tunduk dan patuh terhadap perjanjian tersebut.

Kesepakatan terjadi ketika konsumen mensetujui isi ketentuan yang tertera dalam tiket kereta api online dengan cara mencentang atau mengklik kotak persetujuan formulir pemesanan tiket kereta api yang telah dibuat oleh PT  Kereta Api Indonesia (Persero) melalui aplikasi KAI ACCESS. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kedua belah pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha sudah mencapai kata sepakat yang tertuang dalam bentuk perjanjian pengangkutan elektronik.

Syarat yang kedua yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan merujik pada bunyi Pasal 1329 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”. Pada asasnya, setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum (Subekti 2004). Tolok ukur kedewasaan seseorang menentukan apakah orang tersebut dapat dikatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum atau belum cakap melakukan perbuatan hukum.

Dalam ketentuan reservasi tiket kereta api tidak mencantumkan ketentuan terkait usia minimal maupun maksimal konsumen untuk dapat menjadi penumpang kereta api. Namun Ketika hendak memesan tiket, konsumen harus mengisi nama dan nomor identitas sesuai dengan yang tertera pada bukti identitas yang dimiliki. Khusus penumpang yang berusia dibawah 17 tahun jika beum memiliki bukti identitas, maka identitas yang dicantumkan menggunakan tanggal lahir dengan format ddmmyyyy.

Syarat yang ketiga yaitu suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu disini diartikan suatu objek. Objek yang dijanjikan dalam perjanjian dapat berupa barang atau jasa. Objek dalam perjanjian ini harus dapat ditentukan baik dari jumlah, ukuran, letak, jenis, dan harga (Utami and Anggraini 2019). Hal tersebut mengacu pada Pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: 

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”.

Objek pada ketentuan reservasi tiket kereta api sudah jelas ditentukan, yaitu untuk memberikan jasa pengangkutan penumpang. Melalui biaya angkut sesuai dengan kelas gerbong yang diambil.

Syarat keempat yaitu sebab yang halal. Dalam Bahasa Belanda kata “sebab” disebut oorzaak dan dalam Bahasa Latin disebut causa. Yurisprudensi menafsirkan causa sebagai isi atau maksud dari perjanjian (Setiawan 2019). Setiap subjek hukum yang hendak membuat suatu perjanjian, hendaknya menggunakan isi perjanjian yang sesuai dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. 

Adakalanya perjanjian dibuat tanpa sebab atau dibuat karena ada suatu sebab terlarang. Mengacu pada Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa: 

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

Menurul penulis syarat ke empat ini tidak terpenuhi karena dalam ketentuan reservasi tiket kereta api terkandung klausula eksonerasi yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sehingga syarat keempat ini tidak terpenuhi. Disisi lain dalam ketentuan tiket kereta api juga mengungkung asas kebebasan berkontrak daripada konsumen, dimana Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. 

Pasal tersebut mengandung asas kebebasan berkontrak. Dalam mengadakan suatu perjanjian, asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang wajib dipenuhi.

Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian dengan isi sesuai dengan kehendak yang diinginkan kedua belah pihak asalkan sesuai dengan undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.  Menurut penulis ketentuan tiket kereta api tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak karena telah melanggar peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 1320 KUH Perdata. Jika salah satu syarat dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi maka menurut penulis ketentuan tersebut dapat dikatakan sebagai perjanjian yang tidak sah. Apabila syarat keempat tidak dipenuhi maka ketentuan tersebut batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada.

Merujuk pada Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan Kembali barang yang dibeli konsumen;

Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan Kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala Tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angnsuran;

Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;

Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran.”

Melihat bunyi pasal tersebut penulis berpendapat bahwa klausula baku sebenarnya diperbolehkan selagi klausula tersebut tidak mencantumkan klausula yang mengandung unsur huruf a sampai huruf h. Sayangnya, syarat dan ketentuan reservasi tiket kereta api online pada aplikasi KAI ACCESS mencantumkan klausula baku yang diselipkan klausula eksonerasi. Syarat dan ketentuan reservasi tiket kereta api online pada aplikasi KAI ACCESS yang dibuat terlebih dahulu oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencantumkan unsur huruf g, sehingga menurut penulis syarat & ketentuan tersebut tidak sah.

Tanggung jawab PT  Kereta Api Indonesia terhadap pencantuman klausula baku yang terdapat dalam ketentuan reservasi tiket kereta api online.  
Mengenai pertanggungjawaban, dalam hukum perlindungan konsumen secara umum dibedakan menjadi 5 (lima) yaitu:

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based on fault);

Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (pre-sumption of liability);

Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (pre-sumption of non-liability);

Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability);

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability) (Kristiyanti 2019).

Dari kelima prinsip tanggung jawab tersebut, penulis menganalisa menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability). Prinsip ini mengharuskan pelaku usaha bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen tanpa harus membuktikan ada atau tidaknya kesalahan pada pelaku usaha.

Prinsip tanggung jawab (strict liability) yaitu prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Prinsip ini merupakan prinsip yang tidak mengacu pada adanya suatu kesalahan tetapi didasari oleh adanya kerugian atau resiko yang diderita konsumen. Prinsip ini juga sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (absolute liability). Meskipun demikian ada pula para ahli membedakkan kedua prinsip tanggung jawab tersebut.

Ada pendapat ahli yang mengatakan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) merupakan prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak menjadikan faktor yang menentukan, namun ada pengecualian yang dapat membebaskan dari tanggung jawab, misalnya dalam keadaan force majeur. Sebaliknya prinsip tanggung jawab absolut (absolute liability) merupakan prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Selain itu ada perbedaan antara keduanya terkait pada ada atau tidaknya hubungan kausalitas antara kesalahan dan subjek yang bertanggung jawab. Pada prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) hubungan kausalitas tersebut harus ada, sedangkan pada prinsip tanggung jawab absolut (absolute liability) hubungan kausalitas itu tidah selalu ada (Kristiyanti 2019).

Menurut argumentasi Hasbullah F. Sjawie setuju akan adanya prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) bahwa:

1. Strict liability menghindari atau mencegah adanya kerugian atau kejahatan;

Proteksi kepada publik. Terdapat banyak situasi dimana publik memerlukan perlindungan dari negligence dan dengan adanya strict liability memaksa potensial pelaku menjadi lebih berhati-hati;

Keharusan untuk membuktikan adanya mens rea berakhir pada larinya tanggung jawab pidana pelaku (Masloman 2017).
Pada ketentuan reservasi tiket kereta api angka 2 menyatakan bahwa: 

“PT  Kereta Api Indonesia (Persero) berhak untuk mengubah, menyesuaikan, menambah atau menghapus salah satu syarat dan kondisi yang tercantum disini, dan/atau mengubah, menangguhkan atau menghentikan setiap aspek dari Reservasi Online Tiket Kereta Api. PT  Kereta Api Indonesia (Persero) tidak diwajibkan untuk menyediakan pemberitahuan sebelum memasukkan salah satu perubahan di atas dan/atau modifikasi ke dalam Reservasi Online Tiket Kereta Api.”

Ketentuan tersebut tercantum klausula eksonerasi yang apabila diterapkan dapat merugikan konsumen. Tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada konsumen terkait perubahan atau penambahan ketentuan dalam reservasi online tiket kereta api tentu saja beresiko untuk konsumen jika mematuhi peraturan tersebut, dan bisa menyebabkan kerugian pada konsumen.  Menurut penulis jika dilihat dari adanya resiko kerugian yang diderita konsumen, maka PT Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki tanggung jawab kepada konsumen pengguna aplikasi KAI ACCESS karena PT  Kereta Api Indonesia memperdagangkan jasa profesionalnya sebagai perusahaan pengangkutan barang atau penumpang, serta untuk mewujudkan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen, sebaiknya para pihak saling memperhatikan kepentingan-kepentingan individu berdasarkan asas itikad baik. Hak-hak konsumen dalam menikmati keamanan, kenyamanan dan keselamatan merupakan hak mutlak yang harus dimiliki konsumen.

Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pernyataan tersebut mengacu pada Pasal 1338 ayat (3) yang berbunyi: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Menurut Subekti, maksud dari kalimat itu adalah cara menjalankan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan (Subekti 2003). Dilaksanakannya perjanjian dengan itikad baik adalah agar adanya keadilan bagi kedua belah pihak, dan meminimalisir adanya kerugian bagi salah satu pihak.

Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan kewajiban pelaku usaha adalah:

“a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b. ….

c. ….

d. ….

e. ….

f. ….

g. …”

Jika melihat bunyi Pasal 7 huruf a 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, asas itikad baik lebih ditekankan untuk pelaku usaha. Dapat diartikan kewajiban pelaku usaha sejak barang diproduksi/dirancang sampai pada pemasaran/penjualan pelaku usaha berkewajiban memiliki itikad baik dalam dirinya. Itikad baik konsumen terletak ketika kewajiban untuk transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

Merujuk pada asas itikad baik, maka konsumen berhak atas segala informasi yang benar terkait jasa pengangkutan yang diselenggarakan PT  Kereta Api Indonesia (Persero), sehingga jasa yang dikonsumsi tidak akan membuat konsumen kecewa, dengan tujuan agar nantinya tidak akan muncul sengketa antara para pihak dikemudian hari.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah penulis kaji, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu:

Pencantuman klausula eksonerasi pada ketentuan reservasi tiket kereta api online melalui aplikasi KAI ACCESS yang dilakukan oleh pihak PT  Kereta Api Indonesia (Persero) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia yaitu Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan reservasi tiket kereta api online melalui aplikasi KAI ACCESS juga tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Merujuk pada prinsip tanggung jawab mutlak, pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab mutlak (strict liability) apabila konsumen mengalami kerugian yang timbul akibat jasa pengangkutan penumpang yang diselenggarakan tanpa adanya kesalahan pengangkut.

Saran

Dari analisis tersebut penulis dapat memberikan saran yaitu:

Diharapkan untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) dapat membuat ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tidak mencantumkan adanya klausula eksonerasi yang dicantumkan dalam ketentuan. 

Kementrian Perdagangan diharapkan pada dapat melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula eksonerasi yang dicantumkan oleh PT  Kereta Api Indonesia (Persero) pada ketentuan reservasi tiket kereta api online. Guna mengurangi adanya pencantuman klausula eksonerasi yang dilakukan pelaku usaha dalam perjanjian yang telah dibuatnya.
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